AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL KARENA TIDAK
DILAKUKANNYA PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI
OLEH DIREKSI BARU ATASPENGANGKATAN DIRINYA

SENDIRI

TESIS

Teddy Anggoro
0806426111

UNIVERSITASINDONESIA
FAKULTASHUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER, 2009

Akibat hukum..., Teddy Anggoro, FH Ul, 2009



AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL KARENA TIDAK
DILAKUKANNYA PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI
OLEH DIREKSI BARU ATASPENGANGKATAN DIRINYA

SENDIRI

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Teddy Anggoro
0806426111

UNIVERSITASINDONESIA
FAKULTASHUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
DESEMBER, 2009

Akibat hukum..., Teddy Anggoro, FH Ul, 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesisini digjukan oleh

Nama : Teddy Anggoro

NPM : 0806426111

Program Studi > llmu Hukum

Judul Tesis : Akibat Hukum Y ang Timbul Karena Tidak Dilakukannya

Pemberitahuan Kepada Menteri Oleh Direksi Baru Atas
Pengangkatan Dirinya Sendiri

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program
Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas | ndonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing/Pengujji : Dr. Freddy Harris, SH., LL.M., ACCS. ( )
Ketua Sidang/Pengujji : Dr. Andri Gunawan Wibisana, SH., LL.M. ( )
Penguji : KurniaToha, SH., LL.M., Ph.D. ( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 6 Januari 2009
AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL KARENA TIDA

DILAKUKANNYA PEMBERITAHUAN KEPADA
MENTERI OLEH DIREKSI BARU ATAS
PENGANGKATAN DIRINYA SENDIRI

Universitas Indonesia

Akibat hukum..., Teddy Anggoro, FH Ul, 2009



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesisini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Teddy Anggoro
NPM : 0806426111
Tanda Tangan

Tanggal : 6 Januari 2009

Universitas Indonesia

Akibat hukum..., Teddy Anggoro, FH Ul, 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKAS
TUGASAKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teddy Anggoro
NPM : 0806426111
Program . Pascasarjana
Fakultas : Hukum

JenisKarya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas
Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karyailmiah
saya yang berjudul :

“Akibat Hukum Yang Timbul Karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan Kepada Menteri
Oleh Direks Baru Atas Pengangkatan Dirinya Sendiri.”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini
Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk
pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin
dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik
Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal:

Y ang menyatakan

Teddy Anggoro

Universitas Indonesia

Akibat hukum..., Teddy Anggoro, FH Ul, 2009



ABSTRAK

Nama : Teddy Anggoro
Program : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Judul : Akibat Hukum Yang Timbul Karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan

Kepada Menteri Oleh Direksi Baru Atas Pengangkatan Dirinya Sendiri

Tesis ini membahas kewgjiban direksi yang baru diangkat untuk melakukan pemberitahuan atas
pengangkatan dirinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI terlepas dari kewajiban
pemberitahuan oleh direksi lama mengenai perubahan anggota direksi. Penelitian ini penting
karena dalam praktek kewajiban tersebut sering tidak dilakukan oleh Notaris sebagal kuasa dari
perusahaan untuk pengurusan administrast badan hukum, dalam ha ini Pemberitahuan
Perubahan Anggota Direksi. Dalam pendlitian ini digunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu
studi pustaka dan studi empiris. Metode penelitian tersebut dipakai untuk menjawab
permasalahan sebagal berikut; pertama, akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya
kewajiban pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya dalam kaitannya dengan
kewenangan melakukan pengurusan perseroan. Kedua, tanggung jawab hukum direksi baru atas
seluruh perbuatan hukum sgjak Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku, dalam kaitannya
dengan hubungan perseroan dengan pihak ketiga yang berkepentingan. Dan terakhir, penyebab
tidak efektifnya ketentuan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan
menemukan solusinya, sehingga penulisan ini tidak hanya berguna dalam tataran pengembangan
teoritis tetapi juga bermanfaat dalam bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas
pengadminsitrasian badan hukum.

Katakunci:

Pemberitahuan, perubahan anggota direksi, akibat hukum, tanggung jawab direksi
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ABSTRACT

Name : Teddy Anggoro
Study Program : Master Program Faculty of Law University of Indonesia
Judul . Legal Concequences Arise Due To Unreported Act of Self-Appointed

Director To The Ministry

This thesis discusses the obligation of new directors appointed to conduct the notification on the
appointment of himself to the Minister of Justice and Human Rights obligations regardless of
notification by the old directors of the board members change. This study is important because in
practice this obligation is often not done by the notary as authorized by the company for the
administrative management of legal entities, in this case the Board of Directors Members Change
Notification. In this study used 2 (two) methods of research library and study the empirical
study. The research methods used to answer the problems as follows: first, the legal
consequences arising from the implementation of obligations not notice to the Minister on the
appointment of himself in relation to the management company the authority to do. Second, the
legal responsibility of the new directors of all legal actions since the Law of Limited Liability
Company applies, in relation to corporate relationships with third parties concerned. And last, the
cause of the ineffectiveness of the provisions of Article 94 paragraph (9) Law of Limited
Liability Company and find a solution, so the writing is not only useful in the development of the
theoretical level but also useful in the Government in implementing the administrative tasks of
legal entity.

Kata kunci:

notification, board of directors change, lega concequences, directors liability
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